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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar  Belakang 

Pengungsi internasional pencari suaka (refeguees) merupakan 

persoalan yang sedari lama sudah terjadi di berbagai belahan dunia. Hal 

tersebut terjadi dikarenakan persoalan-persoalan yang berbahaya di negara 

asal mereka seperti tak berkesudahan sehingga memaksa mereka keluar dari 

negaranya untuk mencari keamanan terhadap hak asasi manusianya. 

Alexander Betts dan Gil Loescher dengan tulisannya berjudul 

“Refeguess in Internasional Relations” turut memberikan gambaran 

mengenai pengungsi (refeguess) yakni: 1 

“Pengungsi adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional 

untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. 

Pengungsi adalah bukti wajah utama pelanggaran hak asasi manusia dan 

kerentanan. Orang yang dianiaya, rumah dan mata pencahariannya dirampas, 

sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan dari negara asal 

mereka dan mencari keselamatan di luar negeri. Dalam sejarah, negara 

manapun melanggar hak-hak masyarakat dari populasi mereka sendiri atau 

telah ada perang, sehingga orang-orang meninggalkan negara asal mereka. 

Dari bencana dengan konflik perang dingin, serta konflik internal pasca 

perang dingin pekerjaan di Afghanistan dan Irak dalam konteks 'Perang 

Melawan Teror, pengungsi telah muncul dari hampir setiap sejarah konflik 

atau rezim despotik. Karena pengungsi menemukan diri mereka dalam situasi 

di mana pemerintah mereka sendiri tidak mampu atau tidak mau untuk 

menjamin keselamatan fisik mereka dan hak asasi manusia yang paling 

mendasar, mereka dipaksa untuk mencari perlindungan dari masyarakat 

internasional. Memastikan bahwa pengungsi menerima keselamatan dan 

akses ke hak-hak mereka, mata pencaharian, dan kemungkinan yang akan 

                                                
1 Iin Karita Sakharina and Kadarudin Kadarudin, "Hukum Pengungsi Internasional", ed. 

Pustaka Pena, Cetakan Ke-1. (Makassar: Pustaka Pena Press Anggota IKAPI Sul-Sel, 2016):Hlm. 
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diintegrasikan kembali ke negara asal mereka atau karena itu negara lain 

mengangap masalah hak asasi manusia sangatlah penting.” 

 

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa latar belakang yang 

mendorong para pengungsi internasional (refeguess) berpindah melintasi 

batas negara dan masuk ke negara lain adalah karena adanya konflik internal 

dan perang dingin sehingga hak asasi manusia mereka tidak bisa dijamin oleh 

pemerintah dari negara asalnya membuat mereka secara terpaksa keluar 

menuju negara lain seperti salah satunya Indonesia demi keamanan dirinya.2 

Merujuk pada Pasal 1 Ayat (1) Bab I dalam Ketentuan Umum Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar 

Negeri berkenaan dengan pengungsi ditegaskan bahwa orang asing yang 

berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena 

ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, 

kebangsaan, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan 

perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari 

suaka atau pengungsi dari Perserikata Bangsa-Bangsa melalui Komisariat 

Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.3 

Bahwa ada kewarganegaraan asing yang masuk ke wilayah hukum 

Indonesia ataupun negara lain baik secara ilegal maupun legal disebut sebagai 

imigran tentunya akan berhadapan dengan keimigrasian sebagai badan yang 

berwenang terkait urusan tersebut. Pengungsi (refeguees) imigran 

                                                
2
 Maya I Notoprayitno, “Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional,” Jurnal Cita Hukum 

1, no. 1 (2013): Hlm.101–108. 
3“Pasal Ayat (1) Bab I Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 

Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”. 



 

 

 

internasional misalnya atau dengan sebutan lain para pencari suaka yang tidak 

menggunakan surat ekspedisi masuk ke wilayah Indonesia sehingga kerap 

bermasalah di negara transit atau negara tujuan akan berhadapan dengan 

keimigrasian.4 Selain itu jumlah mereka tidak sedikit atau dapat dikatakan 

bergerombolan menjadikan sebagai persoalan baru dalam skala nasional 

maupun internasional.5 

Migrasi pencari suaka yang masuk dalam wilayah negara Indonesia hari 

ini tidak lagi menggunakan pola tradisonal, tetapi secara transaksional. 

Artinya mereka memasuki wilayah negara Indonesia dengan dokumen serta 

melalui pemeriksaan imigrasi dan untuk mendapatkan status sebagai pencari 

suaka harus mendaftarkan diri mereka ke UNHCR (United Nations High 

Commissioner For Refugees). Namun bentuk dari kelegal itu sendiri sering 

disalah artikan sebegai bentuk kekebalan hukum (hak imunitas) dari aturan 

posistif termasuk dalam hal tindak pidana terhadap status mereka berada 

dalam negara lain sehingga berbanding terbalik dengan sebagaimana tujuan 

migrasi pencari suaka dan pengungsi.6 

Posisi strategis jadi salah satu pemicu Indonesia sebagai negara yang 

banyak disinggahi oleh para pengungsi pencari suaka yang datang dari 

                                                
4 Loura Hardjaloka, “Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan 

Pengungsi di Indonesia Dan Negara Lainnya (Comparative Study On Asylum Seeker And Refugees 

Protection Regulation In Indonesia And Other Countries),” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 1 

(2015): Hlm. 1-31. 
5 M. Alvi Syahrin, Harry Budi Artono, and Faisal Santiago, “Legal Impacts of the Existence 

of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia,” International Journal of Civil Engineering and 

Technology 9, no.5 (2018): Hlm. 1051-1058.  
6 M. Alvi Syahrin, “Diskursus Skema Pengawasan Pengungsi Setelah Penerbitan Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dalam 

Perspektif Keimigrasian,” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 2 (2019). 
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bermacam negara yang semakin lama jumlahnya terus menjadi banyak serta 

sudah terpencar di bermacam daerah di semua Indonesia.7 Salah satu daerah 

diantaranya adalah Bintan-Tanjungpinang Kepulauan Riau menjadi tempat 

penampungan imigran pengungsi internasional.  

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terbentuk 

tanggal 14 Desember 1950 dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) dengan amanat mengelola serta mengkoordinasikan aktivitas global 

dalam mencegah pengungsi serta membereskan kasus pengungsi di dunia. 

Tujuan pentingnya yaitu untuk menyelamatkan hak-hak serta keamanan 

pengungsi. UNHCR bertugas untuk menetapkan bahwa tiap orang 

mempunyai hak untuk mencari pengungsian serta memperoleh pengungsian 

yang nyaman di negara lain, dengan opsi berikutnya untuk pulang ke negara 

asalnya dengan secara ikhlas, diintegrasi secara lokal ataupun ditempatkan di 

negara ketiga.8 

Indonesia sendiri belum ikut serta dalam meratifikasi kesepakatan 1951 

mengenai Status Pengungsi serta Protokol 1967, serta belum mempunyai 

suatu sistem determinasi status pengungsi. Dengan demikian pemerintah 

memberikan wewenang pada UNHCR untuk melaksanakan amanat proteksi 

pengungsi serta untuk menanggulangi kasus pengungsi di Indonesia. UNHCR 

juga memiliki kantor di Indonesia yang berpusat di Jakarta dan beberapa 

                                                
7 Fithriatus Shalihah and Muhammad Nur, Penanganan Pengungsi di Indonesia, ed. Budi 

Asyhari, Veritas, 1st ed. (Yogyakarta: UAD PRESS (Anggota IKAPI dan APPTI), 2021): Hlm.71-

72. 
8 Ainun Syuhadah Lubis, “Peran United Nations High Commissioner For Refugees 

(UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Aceh,” Fakultas Hukum USU, 2020. 



 

 

 

cabangnya seperti pada daerah Medan, Tanjungpinang, Pekanbaru dan 

Makassar.9 

Daerah Tanjungpinang sendiri para pengungsi (reguees) imigran 

internasional ini di tempatkan di Hotel Bhadra serta diberikan kebebasan 

melakukan aktifitas namun secara terbatas mulai dari pukul 06.00 wib sampai 

pukul 18.00 wib.10 Bila dilihat dari laman web site resmi Rumah Detensi 

Imigran Pusat Tanjungpinang jumlah pengungsi (refeguees) imigran 

internasional berkisar 396 pengungsi,  ini adalah data terbaru tertanggal 22 

Juni 2022 dimana para pengungsi ini ditempatkan pada Hotel Bhadra yang 

beralamat lengkap di Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Selatan Kabupaten 

Bintan.11 

Selama ditempatkan di Hotel Bhadra, para pengungsi (refeguees) 

imigran ini diwajibkan taat dan tunduk terhadap aturan yang telah ditetapkan 

oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Tak hanya itu mereka juga 

mendapatkan hak melakukan kegiatan diluar kompleks Hotel Bhadra setiap 

harinya hanya saja dibatasi waktu namun tidak dibenarkan melakukan 

pelanggaran hukum apalagi perbuatan tindak pidana. 

                                                
9 UNHCR GLOBAL WEBSITE, “Dimana Kami Bekerja,” UNHCR Indonesia, diakses 

pada 20 November 2022, https://www.unhcr.org/id/dimana-kami-bekerja. 
10 Henky Mohari, “Rudenim Tanjungpinang Minta Warga Tidak Manjakan Imigran”, 

ANTARANews,diaksespada20November2022,https://www.antaranews.com/berita/922692/rudeni

m-tanjungpinang-minta-warga-tidak-manjakan-imigran.  
11 RDIM Tanjungpinang, “Rudenim Pusat dalam Angka Juli 2022,” Rumah Detensi 

Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, diakses pada 20 November 2022, 

https://rudenimpusattanjungpinang.kemenkumham.go.id/en/publikasi/rudenim-angka/536-juli-

rdipangka. 
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Namun pada kenyataanya tidak seperti yang diharapkan karena ada 

didapati beberapa imigran yang tidak kembali ke komunitasnya sesuai batas 

waktu yang telah ditentukan dan lebih parahnya lagi telah dijumpai beberapa 

dari pengungsi (refeguees) imigran internasional melakukan pelanggaran 

peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan tindak pidana atau 

melanggar hukum yang belaku di Indonesia serta tidak sesuai dan 

bertentangan dengan norma yang ada pada masyarakat sekitar. Beberapa 

kasus yang pernah terjadi hingga masuk ke pemberitaaan surat kabar 

TribunWow.com seperti seorang pengungsi (refeguees) yang melakukan hal 

tak senonoh saat berada di pantai stres Kawal. Pengungsi tersebut secara sadar 

menunjukkan alat vitalnya kepada orang-orang yang berada dipantai pada 

saat itu. Berdasarkan pemberitaan tersebut juga diangkapkan bahwa itu 

bukanlah kali pertama terjadi, sebelumnya seorang ibu-ibu juga pernah 

mengalami hal serupa yang mana pengungsi ini datang menghampiranya dan 

memamerkan alat vitalnya.12 

Sangat disayangkan ternyata para pengungsi (refeguees) tersebut tidak 

dapat beradaptasi dengan aturan norma yang berlaku di masyarakat sekitar. 

Semestinya mereka menjaga etika, sopan santun, menghormati adat istiadat 

setempat sehingga persoalan-persoalan asusila yang menimpa warga 

setempat tidak seharusnya terjadi. Kasus asusila lain yang pernah terjadi yaitu 

pengungsi (refeguees) mendatangi rumah seorang perempuan dimana 

                                                
12 Redaksi, “Menyoal Pengungsi di Bhadra Resort, Hasriawady Angkat Bicara,” 

Prioritas.co.id,diakses pada 20 November 2022, https://prioritas.co.id/menyoal-pengungsi-di-

bhadra-resort-hasriawady-angkat-bicara/. 



 

 

 

diketahui sebelumnya rumah perempuan yang telah bersuami dan terjadilah 

perselingkuhan yang menyebabkan rumah tangga mereka berantakan.13 

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan seperti diatas yang dilakukan 

oleh pengungsi (refeguees) imigran sangat mengganggu dan meresahkan. 

Belum lagi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pengungsi asal Sudan 

yang diketahui bernama Fatih. Pengungsi melakukan penganiayaan terhadap 

warga bernama Nuryadi umur 42 tahun warga Toapaya Kabupaten Bintan 

yang pada saat itu menegur pengungsi asal Sudan ini karena pembayaran 

uang parkirnya telah menunggak dan tak kunjung dibayarkan. Tidak terima 

dengan teguran tersebut, pengungsi asal Sudan ini melakukan pemukulan 

secara membabi buta terhadap Nurhadi hingga menyebabkan luka serius. 

Akibat perbuatannya terhadap korban kemudian melaporkan kejadian 

tersebut ke Polsek Gunung Kijang. 14 

Perbuatan tindak pidana asusila dan penganiayaan seperti yang telah 

disampaikan diatas sangatlah meresahkan dan mengganggu warga yang 

berada di lokasi kejadian maupun terhadap warga yang tinggal disekitaran 

Hotel Bhadra. 15  Dikarenakan tindakan asusila merupakan sikap yang tidak 

cocok dengan ketentuan aturan-aturan ataupun kaidah sopan santun yang 

                                                
13 “Rudenim Tanjungpinang Minta Warga Tidak Manjakan Imigran,” ANTARA News, 

diakses pada 20 November 2022, https://www.antaranews.com/berita/922692/rudenim-

tanjungpinang-minta-warga-tidak-manjakan-imigran. 
14 Harry Suryadi Putra, “Tak Terima Ditegur, Imigran Asal Sudan Penghuni Bhadra Resort 

Hajar Warga Bintan,” Batamnews.co.id, diakses pada 20 November 2022, 

https://www.batamnews.co.id/berita-89129-tak-terima-ditegur-imigran-asal-sudan-penghuni-

bhadra-resort-hajar-warga-bintan.html. 
15 Yunita Resignata, “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila dalam 

Perspektif Ham di Desa Tenganan-Karangasem,” Jurnal Analisis Hukum 3, no. 1 (2020): Hlm.107-

115, https://doi.org/10.38043/jah.v3i1.2686. 
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berlaku di masyarakat maka secara hukum positif yang berlaku di Indonesia 

juga melarang perbuatan pidana tersebut terjadi, dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 menyatakan bahwa:16 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 

atau denda paling banyak lima ratus rupiah: 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. 

2. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ 

bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.” 

Selanjutnya terkait dengan tindak pidana penganiayaan merupakan 

tindak pidana pada badan ataupun anggota tubuh manusia yang bisa 

memunculkan ancaman terhadap hidup orang tersebut.17 Hukum positif 

Indonesia turut mengatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) di Pasal 351 menyebutkan:18 

1. “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan 

pidana penjara paling lama lima tahun. 

3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun. 

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

                                                
16 Pasal 281, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
17

 L F Sari, “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum 

Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif),” Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam 1, 

no. 4 (2020): Hlm.369-388. 
18 Pasal 351, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 



 

 

 

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.” 

Indonesia sebagai negara hukum, maka segala tindakan yang tidak 

sesuai maupun bertentangan terhadap aturan norma yang hidup di masyarakat 

berujung pada kerugian secara materi atau inmateril, negara akan hadir 

dengan aturan hukum yang telah diatur untuk melindungi setiap hak-hak 

masyarakatnya dan terhadap pelanggarnya akan dikenakan hukuman. 

Kembali merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 2 dengan bunyi “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia 

berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia”.19 

Pasal diatas mengandung unsur asas teritorial didasarkan terhadap kekuasaan 

negara terhadap negaranya. Artinya bahwa setiap orang yang masuk ke 

wilayah hukum Indonesia jika melakukan tindak pidana maka dapat 

dimintakan pertanggungjawabannya. Setiap orang maksudnya itu orang 

perorangan, badan hukum, korporasi, kelompok masyarakat, atau siapapun 

baik laki-laki dan perempuan yang berasal dari dalam dan luar negeri. 

Ketentuan hukum yang dihadirkan oleh negara tentunya adalah untuk 

penanggulangan kejahatan. Kejahatan yang timbul hadir dari dalam maupun 

dari luar negeri dimana kesemua asal kejahatan ini adalah merusak kerukunan 

ataupun keamanan negara yang artinya siapapun berbuat tidak baik dinegara 

Indonesia tentulah dikenakan hukuman sesuai apa yang berlaku di 

Indonesia.20 

                                                
19  Pasal 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
20 Evi Retno Wulan, “Urgensi Asas Subyek Teritorial Pada Pemberantasan Kejahatan 

Siber,” Hukum Bisnis 3, no. 2 (2019): Hlm.216-228. 
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Berangkat dari permasalahan yang disampaikan ditas penulis berniat 

memberikan sumbangan pikiran untuk menanggapi kasus diatas serta tertarik 

meneliti dalam sesuatu studi dengan mengangkat judul 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengungsi (Refeguees) Yang 

Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Kepolisian Gunung Kijang” 

 

1.2 Rumusan   Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, 

penelitian ini mengangkat rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:  

1. Bagaimana proses penanganan terhadap pengungsi (refeguees) yang 

melakukan tindak pidana di Polres Bintan? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengungsi (refeguees) 

yang melakukan tindak pidana di Polres Bintan? 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan penelitian yang 

telah disampaikan diatas, maka guna memusatkan penelitian dibutuhkan 

adanya tujuan dari sesuatu penelitian, sehingga tujuan penelitian ini adalah 

untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengungsi 

(refeguees) yang melakukan tindak pidana di Polres Bintan. 

 



 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian hukum terbagi kedalam dua bagian yakni manfaat 

teoritis dan manfaat praktis: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapakan bermanfaat untuk kegiatan 

belajar bersama antara mahasiswa dan semua lingkup masyarakat baik 

akademis ataupun non akademis agar bisa paham serta dapat menguasai ilmu 

hukum, khususnya meningkatkan ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian diharapakan dapat membantu memberikan masukan serta 

sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang membaca tulisan ini nantinya. 

2. Untuk para peneliti selanjutnya yang hendak membahas atau mengangkat 

topik yang sama dengan tulisan ini memberikan manfaat sebagai bahan 

referensi pendukung. 

3. Memberikan sumbangan pemikiran kepala kalangan mahasiswa hukum, 

akademisi, penegak hukum dan pemerintah. 


